ra 5.0 mengedepankan percepatan dalam berinteraksi dengan orang

lain melalui internet, termasuk dalam perizinan berusaha melalui
Online Singgle Submission (OSS). Perpres No. 79 Tahun 2015, PP No.24
Tahun 2018, telah membuat perubahan sistem perizinan berusaha semua
bidang dalam bentuk online yang berbasis ilmu dan teknologi. Terbitnya UU
No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merubah UU No.25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal dengan diterbitkan PP No.10 Tahun 2021.

Era perizinan sebelum diberlakukan perizinan berusaha OSS,
sistem perizinan sangat memberatkan pelaku usaha dan warga
masyarakat, akibat proses izin yang panjang, lama, berbelit-berbelit, beban
biaya yang tinggi. Hal ini karena proses tidak transparansi, izin mudah
apabila diiringi dengan janji komisi, free, suap, gratifikasi dan korupsi, ini
terjadi pada perizinan sumber daya alam.

Buku ini memberi pengkayakan, hasil riset, fakta, problematika
perizinan berusaha OSS di Kalimantan Timur, terkait peraturan gubernur
Kalimantan Timur yang berubah-ubah, yang pada ujungnya memperlambat
proses perizinan OSS tersebut. Latar belakang dan dasarnya perubahan
paraf dan tanda tangan dalam persetujuan perizinan OSS menarik untuk
dianalisa atas kepentingan-kepentingan yang terselubung menjadi
permasalahan mendasar dari keluarnya beberapa aturan gubernur
Kalimantan Timur.

Berikut adalah pokok-pokok bahasan dalam buku ini:
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KATA PENGANTAR

Era 5.0 mengedepankan percepatan dalam berinteraksi
dengan orang lain melalui internet, termasuk dalam perizinan
berusaha melalui Online Singgle Submission (0SS). Perpres No. 79
Tahun 2015, PP No.24 Tahun 2018, telah membuat perubahan
sistem perizinan berusaha semua bidang dalam bentuk online
yang berbasis ilmu dan teknologi. Terbitkan UU No. 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, merubah UU No.25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal dengan terbitkan PP No.10 Tahun
2021.

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai
penyangga Ibu Kota Baru (IKN), terus berupaya melakukan
pembangunan menjadi daulah Kalimantan Timur. Perizinan
berusaha menerapkan PTSP berbasis 0SS oleh DPMPTSP bagi
pelaku usaha dan warga masyarakat yang mengajukan
permohonan. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 30
Tahun 2018, dirubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
No.60 Tahun 2019, dirubah Peraturan Gubernur No.48 Tahun
2019 dirubah lagi menjadi Peraturan Gubernur No.23 Tahun
2020, menunjukan ada kepentingan dari pejabat pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Timur terhadap sistem yang secara
nasional wajib dilaksanakan sistem perizinan berusaha yang
manual berbasis teknologi internet (online).

Era perizinan sebelum diberlakukan perizinan berusaha
0SS, sistem perizinan sangat memberatkan pelaku usaha dan
warga masyarakat, akibat proses izin yang panjang, lama,
berbelit-berbelit, beban biaya yang tinggi. Hal ini karena proses
tidak transparansi, izin mudah apabila diiringi dengan janji



komisi, free, suap, gratifikasi dan korupsi, ini terjadi pada
perizinan sumber daya alam.

Fakta membuktikan banyak oknum pejabat pemerintah
daerah, Provinsi/kabupaten/kota, termasuk di daerah Provinsi
Kalimantan Timur, beberapa bupati yang ditangkap oleh KPK
terkait perizinan sumber daya alam tersebut. Perubahan
paradigma dengan sistem perizinan berusaha Online Singgle
Submission (0SS), merubah budaya pelayanan publik dalam
penyelenggaraan pemerintah dalam perizinan dengan efisien,
cepat dan transparan.

Pada perkembangan perubahah sistem perizinan berusaha
0SS, di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan
Timur mengeluarkan kebijakan-kebijakan berupa peraturan
gubernur Kalimantan Timur, tentu menghambat terhadap proses
perizinan berusaha dengan lembaga 0SS, dirubah manual dengan
jenjang paraf sampai 6 (enam) pejabat pemerintah daerah desk
to desk, sehingga kembali pada perizinan yang lama, berbelit-
belit, dan jauh dari pelayanan publik dengan prinsip good
governance.

Keluarnya kebijakan peraturan gubernur Kalimantan
Timur itu, menjadi dasar dan titik ajak untuk membedah,
menganalisa agurmentasi hukum, dan fakta lapangan terhadap
keluarnya peraturan, dan implimentasi hukum akibat peraturan
gubernur bagi pelaku usaha dan warga masyarakat.

Buku problematika perizinan 0SS di Kalimantan Timur,
memotret permasalahan-permasalahan dalam perizinan ber-
usaha 0SS di Kalimantan Timur, kebijakan perubahan peraturan
gubernur yang berubah-ubah sebagai faktor penghambat
perizinan berusaha selama ini, tarik ulur kepentingan pejabat
pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait paraf dan
tandatangan pejabat pemerintahan.



Buku ini memberi pengkayakan, hasil riset, fakta,
problemetika perizinan berusaha 0SS di Kalimantan Timur,
terkait peraturan gubernur Kalimantan Timur yang berubah-
ubah, yang pada ujungnya memperlambat proses perizinan 0SS
tersebut. Latar belakang dan dasarnya perubahan paraf dan
tandatangan dalam persetujuan perizinan 0SS menarik untuk
dianalisa atas kepentingan-kepentingan yang terselubung, yang
menjadi permasalahan mendasar dari keluarnya beberapa
aturan gubernur Kalimantan Timur.

Buku ini merupakan hasil penelitian secara koloboratif
yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam memotret
keresahan pelaku usaha dan warga masyarakat atas aturan
gubernur yang sudah berubah 3 (tiga) kali, pada tataran
implementasi yang menghambat proses perizinan berusaha 0SS
di Kalimantan Timur.

Buku ini diharapkan menjadi bahan kajian tindak lanjut
untuk perbaikan bagi pemegang kekuasaan tertinggi di
Kalimantan Timur, untuk lebih selektif, akomendati, dan tidak
melanggar aturan yang lebih tinggi, dan kebijakan yang ada tidak
merugikan bagi warga masyarakat dalam pelayanan publik pada
aspek perizinan berusaha OSS.

Terimakasih pada Choirul Anas S.H mahasiswa bimbingan
yang menyuplai data, wawancara terhadap problematika
perizinan berusaha 0SS. Agustina Wati S.H., M.H,, sebagai tim dan
kolaborasi dalam mengkayakan dalam hukum administrasi
negara untuk memperbanyak literasi. Kami menyadari tidak ada
yang sempurna dari sebuah karya, kekurangan yang ada menjadi
kritik untuk membangun terhadap perbaikan dalam buku ini.

Buku ini untuk memperkaya literasi perizinan berusaha
0SS yang terus berkembang. Di sisi lain untuk meningkatkan
kapasitas kita sebagai dosen untuk terus berkarya dan
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mengembangkan riset-riset kolaborasi yang bermanfaat bagi
keilmuan di bidang hukum administrasi negara.

Terimakasih pula kami sampaikan pada semua pihak yang
membantu dalam buku ini, DMPTPSP Provinsi Kalimantan
Timur, Biro Hukum Kalimantan Timur, tim, editor, penerbit, dan
pencetakan yang membantu proses sampai akhir. Terima kasih
buat keluargaku, orangtuaku, suamiku yang terus memotivasi
untuk terus berkarya. Tulisan ini menjadi bagian berbicara pada
zaman, yang mencerahkan bagi peradaban dan dunia. Salam
literasi.

Samarinda, 1 April 2020

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
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BAB 1

KAREKTERISTIK PERIZINAN 0SS
DI DAERAH

A. Perizinan Berusaha

egara hukum adalah negara yang dalam penyelenggaraan
N kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.
Negara yang berdasarkan hukum dalam melaksanakan tindakan
apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung-
jawabkan secara hukum. Indonesia adalah Negara hukum yang
berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagai dasar peraturan perundang-undangan
tertinggi untuk mengatur tingkah laku masyarakat.

Sebagai negara hukum maka semua penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan, untuk menjalankan fungsi
pengaturan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan
terhadap warga masyarakat.

Sehubungan dengan kepentingan warga masyarakat,
dalam penyelenggaraan pemerintahan, fungsi pelayanan publik
salah satunya membuat keputusan yang dilakukan oleh badan
dan/atau pemerintahan dalam bidang perizinan. Selain itu
bentuk keputusan pemerintah itu berupa izin, konsesi, dan
dispensasi.

Perizinan atau Kkonsesi diberikan pemerintah dan
pemerintah daerah sebagai penguasaan negara atas sumber daya
alam yang terkandung wilayah di Indonesia. Pasal 33 ayat (3)
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
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Alam (Seri Kedua), (Seri Tiga), (Seri Tiga), (Seri Empat), Buku
Ajar Hukum Perizinan, Modul 1 Hukum Acara dan Praktek PTUN,
dan Modul 2 Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Acara
Persidangan PTUN Baik Manual dan Elektronik, dan Pengantar
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu,
penulis  aktif —menulis di  blogsportsitikotijah  dan
kompasiana.com, di koran, majalah kampus, artikel, jurnal,
procedding, buku ajar, dan buku text baik nasional dan
internasional. Surel sitikotijah.th.unmul.ac.id,, motto Berbuat
Berbaik itu bukan pilihan, tetapi tanggung jawab moral terhadap
kehidupan. Menjadi dosen itu bukan pilihan, tetapi entitas diri
saya terhadap Pendidikan. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh
subur dan bermanfaat amiin.
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